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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Kota Padang 

dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika melalui 

pengadilan maka harus diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri 

Kota Padang, tetapi jika dilakukan di luar pengadilan maka melalui 

lembaga BPSK Kota Padang yang memiliki wilayah kewenangan di Kota 

Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK 

Kota Padang dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan 

arbitrase. Cara penyelesaian ini dipilih dan ditentukan secara sepakat 

oleh para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan data 

penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang, kasus 

sengketa konsumen yang banyak terjadi yaitu dibidang jasa leasing 

dengan cara penyelesaian arbitrase. 

2. Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 

Kota Padang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 54 

Ayat (3) UUPK. Namun, pasal ini kemudian dianulir oleh Pasal 56 Ayat 

(2) UUPK bahwa para pihak dapat mengajukan  keberata atas putusan 
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BPSK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan BPSK 

diterima. Putusan BPSK menjadi final dan mengikat sepanjang para 

pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen menerima putusan tersebut 

tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Tidak 

semua putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. 

Putusan BPSK dalam bentuk konsiliasi dan mediasi tidak dapat diajukan 

keberatan, hanya putusan BPSK dalam bentuk arbitrase yang dapat 

diajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan 

konsumen.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan skripsi ini, yaitu: 

1. Penulis memberikan rekomendasi kepada BPSK Kota Padang agar dapat 

mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha serta 

konsumen terutama dibidang jasa leasing sehingga sengketa konsumen 

dapat dilakukan pencegahan dan diminimalisir. 

2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat 

membentuk BPSK Kabupaten Pesisir Selatan dan BPSK Kabupaten 

Kepulauan Mentawai, sengketa apabila terjadi sengketa konsumen, 

konsumen tidak perlu datang ke Kota Padang yang memakan biaya, 

sehingga penyelesaian sengketa konsumen menjadi mudah dan tidak 

memakan biaya. 
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